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PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU USAHA 
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI 
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN1 
Oleh: Merlin M. Paat 2 
 
ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-
bentuk perbuatan yang merupakan tindak 
pidana pelaku usaha terhadap konsumen 
yang dapat dilakukan penyidikan dan 
bagaimana penyidikan terhadap pelaku 
usaha dalam perkara tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan Skripsi ini, yaitu metode 
penelitian hokum normative dan dapat 
disimpulkan, bahwa: 1. Jenis-jenis tindak 
pidana yang merugikan konsumen terjadi 
apabila pelaku usaha memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 
persyaratan dalam undang-undang 
perlindungan konsumen dan tidak segera 
menarik barang dan/atau jasa dari 
peredaran. Pelaku usaha menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa secara tidak benar 
atau membuat pernyataan yang tidak benar 
atau menyesatkan dan mengelabui 
konsumen dan membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian yang tidak 
sesuai dengan undang-undang 
perlindungan konsumen. 2. Penyidikan 
terhadap perkara tindak pidana konsumen 
dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perlindungan 
konsumen juga diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat 
                                                             
1 Artikel Skripsi 
2 NIM 090711117 
Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan, 
keterangan dan bahan bukti, terhadap 
orang atau badan hukum, tempat dan 
penyitaan terhadap barang hasil 
pelanggaran termasuk meminta bantuan 
ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang 
perlindungan konsumen. 
Kata kunci: Pelaku usaha, Konsumen 
 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Adanya perlindungan hukum terhadap 
konsumen dapat dipahami dari Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang 
menjelaskan bahwa: “Pembangunan dan 
perkembangan perekonomian umumnya 
dan khususnya di bidang perindustrian dan 
perdagangan nasional telah menghasilkan 
berbagai variasi barang dan/atau jasa yang 
dapat dikonsumsi. Di samping itu, 
globalisasi dan perdagangan bebas yang 
didukung oleh kemajuan teknologi 
telekomunikasi dan informatika telah 
memperluas ruang gerak arus transaksi 
barang dan/atau jasa melintasi batas-batas 
wilayah suatu negara, sehingga barang 
dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi 
baik produksi luar negeri maupun produksi 
dalam negeri.3 
Kondisi yang demikian pada satu pihak 
mempunyai manfaat bagi konsumen karena 
kebutuhan konsumen akan barang 
dan/atau jasa yang diinginkan dapat 
terpenuhi serta semakin terbuka lebar 
kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 
kualitas barang dan/atau jasa sesuai 
dengan keinginan dan kemampuan 
konsumen. Di sisi lain, kondisi dan 
fenomena tersebut di atas dapat 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha 
dan konsumen menjadi tidak seimbang dan 
konsumen berada pada posisi yang lemah. 
                                                             
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
yentang Perlindungan Konsumen 
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Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis 
untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat 
promosi, cara penjualan, serta penerapan 
perjanjian standar yang merugikan 
konsumen.4 
Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak 
mendengar, membaca dan bahkan 
menyaksikan sendiri berbagai praktik bisnis 
yang merugikan konsumen. Praktik bisnis 
yang merugikan konsumen bukan hanya 
dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar, 
melainkan juga oleh pelaku usaha 
menengah dan pelaku usaha kecil.5 
Pelanggaran terhadap hak-hak 
konsumen yang dilakukan oleh pelaku 
usaha merupakan potensi ancaman 
terhadap kesejahteraan masyarakat, karena 
meningkatnya aktivitas pelaku usaha dalam 
kegiatan produksi dan perdagangan barang 
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen apabila tidak diawasi dan 
lemahnya penegakan hukum maka 
konsumen akan sangat dirugikan.  
Sesuai dengan Penjelasan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang 
menyebutkan bahwa:  “Piranti hukum yang 
melindungi konsumen tidak dimaksudkan 
untuk mematikan usaha para pelaku usaha, 
tetapi justru sebaliknya perlindungan 
konsumen dapat mendorong iklim 
berusaha yang sehat yang mendorong 
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan melalui 
penyediaan barang dan/atau jasa yang 
berkualitas”.  Penyidikan merupakan salah 
satu upaya hukum dalam memeriksa 
bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan 
tindak pidana pelaku usaha terhadap 
konsumen, sehingga melalui penyidikan 
dapat diperoleh bukti permulaan yang 
cukup untuk melaksanakan proses 
                                                             
4 Ibid. 
5H. Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam 
Perspektif Kewirausahaan, Cetakan Kesatu. Alfabeta, 
Bandung, 2012, hal. 253-254. 
peradilan terhadap pelaku usaha yang 
patut diduga melakukan tindak pidana. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk 
perbuatan yang merupakan tindak 
pidana pelaku usaha terhadap 
konsumen yang dapat dilakukan 
penyidikan ? 
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap 
pelaku usaha dalam perkara tindak 
pidana di bidang perlindungan 
konsumen ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum normatif, 
digunakan dalam memnyusun Skripsi ini 
dan untuk pengumpulan bahan-bahan 
hukum yang diperlukan, penulis 
mengumpulkannya dari studi kepustakaan. 
Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: 
1. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari: 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen; 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana; dan 
peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berhubungan dengan penulisan 
Skripsi ini. 
2. Bahan-bahan hukum sekunder, terdiri 
dari: Teori-teori dan pendapat-pendapat 
para ahli hukum yang diperoleh melalui 
literatur dan karya-karya ilmiah hukum 
yang memuat materi mengenai hukum 
perlindungan konsumen; 
3. Bahan-bahan hukum tersier, terdiri dari: 
Istilah dan pengertian-pengertian dalam 
penulisan Skripsi ini diperoleh dari 
kamus hukum. 
Bahan-bahan hukum yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan cara 
kualitatif dan deskriptif yuridis, untuk 
memberikan gambaran umum secara 
yuridis mengenai permasalahan yang akan 
dibahas dalam pembahasan dan 
penyusunan kesimpulan untuk menjawab 
rumusan masalah yang telah diuraikan. 
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PEMBAHASAN 
A. TINDAK PIDANA TERHADAP 
KONSUMEN  
Hukum perlindungan konsumen dewasa 
ini mendapat cukup perhatian karena 
menyangkut aturan-aturan guna 
mensejahterakan masyarakat, bukan saja 
masyarakat selaku konsumen saja yang 
mendapat perlindungan, namun pelaku 
usaha juga mempunyai hak yang sama 
untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah 
berperan mengatur, mengawasi dan 
mengontrol, sehingga tercipta sistem yang 
kondusif saling berkaitan satu dengan yang 
lain dengan demikian tujuan 
mensejahterakan masyarakat secara luas 
dapat tercapai.6 
Setiap orang pada suatu waktu, dalam 
posisi tunggal/sendiri maupun 
berkelompok bersama orang lain, dalam 
keadaan apa pun pasti menjadi konsumen 
untuk suatu produk barang atau jasa 
tertentu. Keadaan yang universal ini pada 
beberapa sisi menunjukkan adanya 
berbagai kelemahan pada konsumen, 
sehingga konsumen tidak mempunyai 
kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, 
secara mendasar konsumen juga 
membutuhkan perlindungan hukum yang 
sifatnya universal. Mengingat lemahnya 
kedudukan konsumen pada umumnya 
dibandingkan dengan kedudukan produsen 
yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, 
maka pembahasan perlindungan konsumen 
akan selalu terasa aktual dan selalu penting 
untuk dikaji ulang. 
Perlindungan terhadap konsumen 
dipandang secara material maupun formal 
makin terasa sangat penting, mengingat 
makin lajunya ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang merupakan motor 
penggerak bagi produktivitas dalam rangka 
mencapai sasaran usaha. Dalam rangka 
mengejar dan mencapai kedua hal 
                                                             
6Ibid. hal. 1. 
tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak 
langsung, konsumenlah yang pada 
umumnya akan merasakan dampaknya. 
Dengan demikian upaya-upaya untuk 
memberikan perlindungan yang memadai 
terhadap kepentingan konsumen 
merupakan suatu hal yang penting dan 
mendesak untuk segera dicari solusinya, 
terutama di Indonesia, mengingat 
sedemikian kompleksnya permasalahan 
yang menyangkut perlindungan konsumen, 
lebih-lebih menyongsong era perdagangan 
bebas yang akan datang.7  
Bentuk-bentuk perbuatan yang 
merupakan tindak pidana terhadap 
konsumen, diatur dalam Pasal 62 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen yang menyatakan 
pada ayat (1): Pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). Pelanggaran terhadap pasal-
pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 
sebagai berikut: 
1. Pelaku usaha melanggar ketentuan 
dalam Pasal 8 ayat:  
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang : 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai 
dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, 
isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang 
dinyatakan dalam label atau etiket 
barang tersebut; 
c. tidak sesuai dengan ukuran, 
takaran, timbangan dan jumlah 
                                                             
7 Ibid, hal. 5. 
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dalam hitungan menurut ukuran 
yang sebenarnya; 
d. tidak sesuai dengan kondisi, 
jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket 
atau keterangan barang dan/atau 
jasa tersebut; 
e. tidak sesuai dengan mutu, 
tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau 
penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam 
label atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 
f. tidak sesuai dengan janji yang 
dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
g. tidak mencantumkan tanggal 
kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang 
paling baik atas barang tertentu; 
h. tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan "halal" 
yang dicantumkan dalam label; 
i. tidak memasang label atau 
membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, 
berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha 
serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut 
ketentuan harus di pasang/dibuat; 
j. tidak mencantumkan informasi 
dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia 
sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 
(2) Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang yang 
rusak, cacat atau bekas, dan 
tercemar tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar 
atas barang dimaksud. 
(3)  Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan sediaan farmasi 
dan pangan yang rusak, cacat atau 
bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. 
(4) Pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilarang memperdagangkan 
barang dan/atau jasa tersebut serta 
wajib menariknya dari peredaran. 
2. Pasal 9 ayat:  
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa secara 
tidak benar, dan/atau seolah-olah : 
a. barang tersebut telah memenuhi 
dan/atau memiliki potongan 
harga, harga khusus, standar 
mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu; 
b. barang tersebut dalam keadaan 
baik dan/atau baru; 
c. barang dan/atau jasa tersebut 
telah mendapatkan dan/atau 
memiliki sponsor, persetujuan, 
perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri 
kerja atau aksesori tertentu; 
d. barang dan/atau jasa tersebut 
dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan 
atau afiliasi;  
e. barang dan/atau jasa tersebut 
tersedia; 
f. barang tersebut tidak 
mengandung cacat tersembunyi; 
g. barang tersebut merupakan 
kelengkapan dari barang 
tertentu; 
h. barang tersebut berasal dari 
daerah tertentu; 
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i. secara langsung atau tidak 
langsung merendahkan barang 
dan/atau jasa lain; 
j. menggunakan kata-kata yang 
berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung 
risiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap; 
k. menawarkan sesuatu yang 
mengandung janji yang belum 
pasti. 
(2)  Barang dan/atau jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang 
untuk diperdagangkan. 
(3)  Pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap ayat (1) 
dilarang melanjutkan penawaran, 
promosi, dan pengiklanan barang 
dan/atau jasa tersebut. 
3. Pasal 10: Pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan atau membuat 
pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai : 
a. harga atau tarif suatu barang 
dan/atau jasa;  
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak 
atau ganti rugi atas suatu barang 
dan/atau jasa; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah 
menarik yang ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan barang dan/atau 
jasa. 
4.  Pasal 13 ayat (2): Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, 
suplemen makanan, alat kesehatan, dan 
jasa pelayanan kesehatan dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa 
barang dan/atau jasa lain. 
5. Pasal 15: Pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa 
dilarang melakukan dengan cara 
pemaksaan atau cara lain yang dapat 
menimbulkan gangguan baik fisik 
maupun psikis terhadap konsumen. 
6. Pasal 17 ayat (1): huruf (a) mengelabui 
konsumen mengenai kualitas, kuantitas, 
bahan, kegunaan dan harga barang 
dan/atau tarif jasa serta ketepatan 
waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 
huruf (b) mengelabui jaminan/garansi 
terhadap barang dan/atau jasa; huruf (c) 
memuat informasi yang keliru, salah, 
atau tidak tepat mengenai barang 
dan/atau jasa; (d): tidak memuat 
informasi mengenai risiko pemakaian 
barang dan/atau jasa;mengeksploitasi 
kejadian dan/atau seseorang tanpa 
seizin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan; (e): melanggar etika 
dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai 
periklanan; huruf (e): mengeksploitasi 
kejadian dan/atau seseorang tanpa 
seizin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan; (f): melanggar etika 
dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai 
periklanan. Ayat (2) mengeksploitasi 
kejadian dan/atau seseorang tanpa 
seizin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan; 
7. Pasal 18 ayat  
 (1) Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen 
dan/atau perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha; 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli 
konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan 
atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 
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d. menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang 
dibeli oleh konsumen secara 
angsuran;  
e. mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
f. memberi hak kepada pelaku usaha 
untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan 
konsumen yang menjadi obyek 
jual beli jasa; 
g. menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang 
dibelinya; 
h. menyatakan bahwa konsumen 
memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak 
tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara 
angsuran. 
(2)Pelaku usaha dilarang mencantumkan 
klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak 
dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. 
(3)Setiap klausula baku yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum.  
(4)Pelaku usaha wajib menyesuaikan 
klausula baku yang bertentangan 
dengan Undang-undang ini. 
   
Jenis-jenis tindak pidana lainnya oleh 
pelaku usaha terhadap konsumen diatur 
dalam Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan: 
“apabila pelaku usaha melakukan tindak 
pidana pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2): Pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah)”. Pasal-pasal yang diatur 
dalam Pasal 62 ayat (2) sebagai berikut: 
1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11: 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang 
dilakukan melalui cara obral atau lelang, 
dilarang mengelabui/menyesatkan 
konsumen dengan : 
a. menyatakan barang dan/atau jasa 
tersebut seolah-olah telah 
memenuhi standar mutu tertentu; 
b. menyatakan barang dan/atau jasa 
tersebut seolah-olah tidak 
mengandung cacat tersembunyi; 
c. tidak berniat untuk menjual barang 
yang ditawarkan melainkan dengan 
maksud untuk menjual barang lain; 
d. tidak menyediakan barang dalam 
jumlah tertentu dan/atau jumlah 
yang cukup dengan maksud menjual 
barang yang lain; 
e. tidak menyediakan jasa dalam 
kapasitas tertentu atau dalam 
jumlah cukup dengan maksud 
menjual jasa yang lain; 
f. menaikkan harga atau tarif barang 
dan/atau jasa sebelum melakukan 
obral. 
2. Pasal 12: Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau 
jasa dengan harga atau tarif khusus 
dalam waktu dan jumlah tertentu, jika 
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud 
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untuk melaksanakannya sesuai dengan 
waktu dan jumlah yang ditawarkan, 
dipromosikan, atau diiklankan. 
3. Pasal 13 ayat (1) Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau 
jasa dengan cara menjanjikan pemberian 
hadiah berupa barang dan/atau jasa lain 
secara cuma-cuma dengan maksud tidak 
memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya. 
4. Pasal 14: Pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dengan 
memberikan hadiah melalui cara undian, 
dilarang untuk : 
a. tidak melakukan penarikan hadiah 
setelah batas waktu yang dijanjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui 
media masa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai 
dengan yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiah yang tidak setara 
dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
5. Pasal 16: Pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa 
melalui pesanan dilarang untuk : 
a. tidak menepati pesanan dan/atau 
kesepakatan waktu penyelesaian 
sesuai dengan yang dijanjikan; 
b. tidak menepati janji atas suatu 
pelayanan dan/atau prestasi.  
6. Pasal 17 ayat (1) huruf (d) tidak memuat 
informasi mengenai risiko pemakaian 
barang dan/atau jasa; dan huruf (e) 
mengeksploitasi kejadian dan/atau 
seseorang tanpa seizin yang berwenang 
atau persetujuan yang bersangkutan. 
Pasal 62 ayat (3): Terhadap pelanggaran 
yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan 
ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 
menyatakan: Terhadap sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
dapat dijatuhkan hukuman tambahan, 
berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah penghentian kegiatan tertentu 
yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen;  
e. kewajiban penarikan barang dari 
peredaran; atau  
f. pencabutan izin usaha. 
Periklanan sebagai salah satu sarana 
pemasaran dan sarana penerangan 
memegang peranan penting di dalam 
pembangunan yang dilaksanakan bangsa 
Indonesia. Sebagai sarana penerangan dan 
pemasaran, periklanan merupakan bagian 
dari kehidupan media komunikasi yang vital 
bagi pengembangan dunia usaha, serta 
harus berfungsi menunjang 
pembangunan”.8  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, Pasal 1 angka 5: Siaran 
iklan adalah siaran informasi yang bersifat 
komersial dan layanan masyarakat tentang 
tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang 
dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan 
atau tanpa imbalan kepada lembaga 
penyiaran yang bersangkutan. Angka 6: 
Siaran iklan niaga adalah siaran iklan 
komersial yang disiarkan melalui penyiaran 
radio atau televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan, 
dan/atau mempromosikan barang atau jasa 
kepada khalayak sasaran untuk 
mempengaruhi konsumen agar 
menggunakan produk yang ditawarkan.  
Angka 7: Siaran iklan layanan masyarakat 
adalah siaran iklan nonkomersial yang 
disiarkan melalui penyiaran radio atau 
televisi dengan tujuan memperkenalkan, 
memasyarakatkan, dan/atau 
mempromosikan gagasan, cita-cita, 
anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya 
kepada masyarakat untuk mempengaruhi 
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah 
laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 
                                                             
8Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit, hal. 172. 
(Lihat Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 
Indonesia, angka 1). 
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Setiap produk yang diperkenalkan 
kepada konsumen harus disertai informasi 
yang benar. Informasi ini diperlukan agar 
konsumen tidak sampai mempunyai 
gambaran yang keliru atas produk barang 
dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan 
dengan berbagai cara, seperti lisan kepada 
konsumen, melalui iklan di berbagai media 
atau mencantumkan dalam kemasan 
produk (barang).9 Jika dikaitkan dengan hak 
konsumen atas keamanan, maka setiap 
produk yang mengandung risiko terhadap 
keamanan konsumen, wajib disertai 
informasi berupa petunjuk pemakaian yang 
jelas. Sebagai contoh, iklan yang secara 
ideal diartikan sebagai sarana pemberi 
informasi kepada konsumen, seharusnya 
terbebas dari manipulasi data. Jika iklan 
memuat informasi yang tidak benar maka 
perbuatan itu memenuhi criteria kejahatan 
yang lazim disebut fraudulent 
misrepresentation. Bentuk kejahatan ini 
ditandai oleh (1) pemakaian pernyataan 
yang jelas-jelas salah (false statement), 
seperti menyebutkan diri terbaik tanpa 
indikator yang jelas dan (2) pernyataan 
yang menyesatkan (mislead), misalnya 
menyebutkan adanya khasiat tertentu 
padahal tidak.10  
  
 
B. PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU 
USAHA DALAM PERKARA TINDAK 
PIDANA KONSUMEN 
Mengenai Penyidikan terhadap pelaku 
usaha dalam perkara tindak pidana 
konsumen, diatur dalam  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 59 ayat: 
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang 
                                                             
9
 Kristiyanti Siwi Tri Celina, op.cit, hal. 33-34. 
10 Ibid, hal. 34. 
perlindungan konsumen juga diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
(2)  Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap 
orang atau badan hukum yang 
diduga melakukan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen; 
c. meminta keterangan dan bahan 
bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang perlindungan 
konsumen; 
d. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perlindungan konsumen; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga terdapat bahan 
bukti serta melakukan penyitaan 
terhadap barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan konsumen; 
f. meminta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang perlindungan 
konsumen. 
(3)  Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan hasil penyidikannya 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia. 
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik 
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Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, mengatur mengenai 
Penyidikan, Pasal 56 menyatakan: 
1. Penyidikan terhadap tindak pidana yang 
diatur dalam Undang-undang ini 
dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. 
2. Khusus bagi tindak pidana yang terkait 
dengan pelanggaran ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan 
dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-
undang yang berlaku. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 
menyatakan: Tugas dan wewenang badan 
penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
a. melaksanakan penanganan dan 
penyelesaian sengketa konsumen, 
dengan cara melalui mediasi atau 
arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan 
konsumen; 
c. melakukan pengawasan terhadap 
pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan kepada penyidik umum 
apabila terjadi pelanggaran ketentuan 
dalam Undang-undang ini; 
e. menerima pengaduan baik tertulis 
maupun tidak tertulis, dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan 
sengketa perlindungan konsumen; 
g. memanggil pelaku usaha yang diduga 
telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
h. memanggil dan menghadirkan saksi, 
saksi ahli dan/atau setiap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran 
terhadap Undang-undang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk 
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 
ahli, atau setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang 
tidak bersedia memenuhi panggilan 
badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai 
surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. memutuskan dan menetapkan ada atau 
tidak adanya kerugian di pihak 
konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku 
usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Undang-undang ini.11 
Untuk menangani dan menyelesaikan 
sengketa konsumen, Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen membentuk majelis 
yang jumlah anggotanya harus ganjil dan 
sedikit-dikitnya 3 orang yang mewakili 
semua unsur serta dibantu oleh seorang 
panitera. Putusan majelis tersebut bersifat 
final dan mengikat. Bersifat final karena 
dalam Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen tidak ada upaya banding dan 
kasasi. 12  Putusan Majelis Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak 
dapat serta merta dilaksanakan, sebab 
tidak memberikan kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Pelaksanaan eksekusi putusan 
majelis Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen dengan sendirinya memerlukan 
fiat eskekusi atau executoirverklaarring dari 
pengadilan negeri. Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 54 ayat 
(3) dimintakan penerapan eksekusinya 
kepada pengadilan negeri di tempat 
konsumen yang dirugikan.13 
                                                             
11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
12 Racmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam 
Dinamika, Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000, hal.      
232-233. 
13 Ibid, hal. 233. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
wajib mengeluarkan putusan paling lambat 
dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan 
diterima. Pelaku usaha wajib melaksanakan 
putusan tersebut dalam jangka waktu 
paling lambat 7 hari kerja sejak menerima 
putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut, para 
pihak dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan negeri paling lambat 14 hari 
kerja. Pelaku usaha yang tidak mengajukan 
keberatan dalam jangka waktu dimaksud 
dianggap menerima putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila 
tidak dijalankan oleh pelaku usaha, maka 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
menyerahkan putusan tersebut kepada 
penyidik untuk melakukan penyidikan 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
merupakan bukti permulaan yang cukup 
bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan.14  
Dalam waktu paling lambat 21 hari sejak 
diterimanya keberatan oleh pengadilan 
negeri, pengadilan negeri wajib 
mengeluarkan putusan atas keberatan 
tersebut. Selanjutnya terhadap putusan 
pengadilan negeri dimaksud, para pihak 
dalam waktu paling lambat 14 hari dapat 
mengajukan kasasi ke mahkamah agung. 
Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak 
menerima permohonan kasasi mahkamah 
agung wajib mengeluarkan putusan.15 
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Jenis-jenis tindak pidana yang 
merugikan konsumen terjadi apabila 
pelaku usaha memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang tidak sesuai dengan 
                                                             
14
 Ibid, hal. 233. 
15 Ibid, hal. 233. 
persyaratan dalam undang-undang 
perlindungan konsumen dan tidak 
segera menarik barang dan/atau jasa 
dari peredaran. Pelaku usaha 
menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau 
jasa secara tidak benar atau membuat 
pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan dan mengelabui 
konsumen dan membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian 
yang tidak sesuai dengan undang-
undang perlindungan konsumen. 
2. Penyidikan terhadap perkara tindak 
pidana konsumen dilakukan oleh 
Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang 
perlindungan konsumen juga diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
 
B. SARAN 
1. Untuk mencegah terjadinya jenis-jenis 
tindak pidana yang merugikan 
konsumen oleh pelaku usaha, maka 
diperlukan peran pemerintah 
bekerjasama dengan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat dan Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional untuk melakukan 
sosialisasi dan penyebarluasan 
informasi mengenai hak dan kewajiban 
konsumen, barang dan/atau jasa yang 
sesuai dengan persyaratan ketentuan-
ketentuan undang-undang 
perlindungan konsumen untuk dapat 
dimanfaatkan oleh konsumen, serta 
larangan-larang bagi pelaku usaha 
termasuk pengawasan di lapangan. 
2. Untuk mendukung upaya penyidikan 
terhadap tindak pidana konsumen, 
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maka diperlukan kerjasama antara 
Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, 
Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional (BPKN) dan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Nasional 
Swadaya Masyarakat (LPKSM) Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) dan konsumen pemakai barang 
dan/atau jasa guna memberikan, 
pengaduan, pelaporan apabila terdapat 
barang dan/atau jasa yang digunakan 
oleh masyarakat tidak sesuai atau 
melanggar undang-undang 
perlindungan konsumen. 
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